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BAB |
PEMBUL UAN

pel osok Nusantar a pada tahun -28B6n mem

sebel umnya. Perampasan wilayah adat, kri
berbagai tempat. Pejuang Masyarakat Adat me
kri minalisi, pengerahan massa untuk member
Adat .-rRaamggpengambil an keputusan hukum dan
hukum patiasksas o nkbreertbagali pengadil an mas i
pengabaian .dan penol akan

Penindasan dan perampasan hak yang dial a

Ruang yang memungkinkan dialogditaénigukde nmgea
ber blagmé ntpeermearni,nt @landaemwmdi@pignnya yang ter se
mampu me n gunb akha rkeenaad aparuaakitgi sy arnwantger sedi a i n
pada penghapusan ; dwatka k nmd gnaaesa "meylaanlgu imekng baid
dan politik yang dibuat.

Negar a bahkan t ampak memidas Karak alkeé g ddatn i
pembentukan hukum yang diskriminatif me s K i
ter mMasglkar alksaetl akmdatpul uhan tahun. Tidak ha
komando dan penguatan peran militer dal am k
besar mengenali seberapmMaspesakwatt uhddti dak s it
berjuang mempertahankan wilayah adat dan i
bukan hanyd kkkahraedi at as semata tetapi juga
mempertontonkan ; pengabaiMas yde mk ame Agi@alh aiaa
pengabaian pMambpnhpakamRdlilagada pengabaian u
ber bagai peraturan daerah yang sudah ter ben

Sit Masiyar akdat |MAddaotnesi a sepanjang tahun 20
mekani sme khusus dBanRBmdar iJluadti B e2rOBRdHiKgs B ar |
Pel apor KhusushaMBBytaeatahglkdelkhn kunjungan
I ndonesia at asbhau rmadna rkguanipelephdgaMK hiensidi,isal og den
berbagai MpeywakhtéthahAdabhesi a.
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Dal am | aporannya p®@adaBa sSespit' SkndOekat noabReer p azh0ni2hb
Khusnesgi nkeantblkadn t ent ang tuaanmuekng dlipsaiwabakaegar a
Adastebagai subj ek khusus hukum-hakt &hnuasisonal
berdasar kan h uPkeul na pionrt eKrhnuassuiso n adin prae mpeinmga&tulkaan

t er hMadsaypar aNegamkgatr a ti dak dapat memgauhi kews
berdasar kaPPBBD a kelnahraaMagi s Hakakak hhsasnya pada ba
pembukaan dani msti kmén 3i8ntteemasi onal |l ai nny a

Tentang Indonesiagcara spesifipara ahli PBB dimana Pelapor Khusus PBB tentang hak
hak Masyarakat Adada di dalamnya, menyatakan keprihatinan yang mendalam tentang
kurangnya pengakuaMasyarakat Adatsecara terusnenerus oleh Indonesia, dan
pelanggaran hak asasi manusia sistemik yang dihbtiemyiarakat Adadi Indonesia.
Keprihatinan ini disampaikan melalui sebuah release pada 4 November 2025

Para ahlimenyerukan kepada Indonesia untuk secara resmi meNgmisErakat Adat

Mes ki pun I ndonesia telah memberi kathagkuara mer
Masyar akanteghadraaa i ni terus meMabglhrpkagglhdan f o
mengi denti Bkasi diri mer ek-halsemdieka aevhsnga:

penentuan nasihlmaks drudliaryia, meare klaak kat a para ahl

Dalam konteks yanmehght hkkhhusepri hat-anahl i ent

Undang Ot onomi Khusus wuntuk Papua, karena t a
mengi ki s Mas yawarkaeklaotmeamdat bur uk kemi skinan, pe
pengusiraMadgdy araankPatp mAdatyang telah menghadapi
militerisas-abadl dmawbéaghadmereka yang kaya s

hut an di
Kampung Zanegi ,

Sumbermefrotta:hi t a

Albert K. Barume, Recognition of Indigenous Peoples, Report of the Special Rapporteur on the rights of
Indigenous Peoples, Human Rights Council, Sixtieth Session, 8 Septén@idober 2025, him. 2.

https:/iwww.ohchr.org/en/presseleases/2025/11/indonesimustrecogniseindigenouspeoplesand
considefthem-partners
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Program transmigrasi juga mendapatkan sorot
bangkitnypyaolgemmaliransmmgngancamak&lodmgd ang
MasyarakakhWAhdasnya di Papua Barat, me mper c
budaya, ser t.dailisiidra kieassg u ppeapkgsiaatsa pia yjau ka ndal i
Masyar aktaas Adamnah mempédut al an kyamtga adriap ihliidunpy

Proyek Strategis Nagbangakledakgpm@RaBgaknpra:
menj adi .Ppaerrah aathilain i ni memy e btadrkjhand r & yea assedbru t
wi | awidhy aphe |aadnagtg,ar an hdkgradasi dnhnpgk ahghnh
l anjut dar.i per ubahanmn tdeik li veimlisdiyaam haadatrj adir

Para ahl i menambah k aMa shyashrwaak eptagriieal dpaepmb eplean i dnag
Kriminalisasi, represi, dan kekewasamg, t el
penyi ksaan, dan penghil angan paksa, serta o

Ter akahriar , a hpl i j uga menegrikagy aot qeosky abr aahkeaiat  bA d a
Il ndonesia didor onge cneeenautj &le dgaenngussunnaghaann hi d up
buddMpayar atalt arMdias ol asi sukarela berada dal

Catatan Akhir Tahun ini -pidkalkemaytaamanyamg
Masyar akKkasamdMdata sepanjang tahun 2025, tets
Masyar adat amdmdmemper kuat diri sehingga tetarg
politik, hukum, ekonomi yang disebabkan ol e

Pembulkaluan uk food estat e
Sumber foto: Yayasan
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BAB I
KEBRIKIPREGUL ASI
TERKMASYARAKAT AD

A.l nternasional

COP30 yang berlangsung di Belém, Brasil pagda M@vember 2025 tahun ini menjadi
momentum penting balgiasyarakat Adati seluruh dunia, yang selama ini menjadi benteng
terakhir keanekaragaman hayati. KaMiagyarakat Adéidak hanya hadir sebagai peserta,
tetapi menjadi pusat perhatian global. Namun, posisi ini sekaligus menunjukkan kontradiksi
antara pengakuan simbolik dan komitmen nyata di tataran kebijakan. Sejak hari pertama
konferensi, kehadiradasyarakat Adatangat menonjol. Delegasi dari berbagai wilayah
memadati paviliun, ruang diskusi, pleno, hingga jalur informal dialog politik. Kehadiran ini
menandakan lmava perjuangalasyarakat Adatalam isu iklim semakin diakui komunitas
internasional.

Narasi yang muncul di COP30 menunjukkan bdagygarakat Adahenghadapi isu iklim

yang kompleks. Dampak krisis iklim semakin nyata: perubahan pola curah hujan, kekeringan
panjang, kebakaran hutan, punahnya spesies penting, dan hilangnya lahan akibat naiknya
muka air laut. Delegddasyarakat Adabenyampaikan bagaimana bencana ini mengancam
sistem pangan tradisional, merusak situs budaya, dan memaksa beberapa komunitas
berhadapan dengan hukum karena mempertahankan wilayah adat dari ekspansi izin.

War g a
Ikl i m
antar a
Tapanul
Sumber




Di sisi lain, COP30 menjadi panggung perdebatan tentang deforestasi. Wilayah adat tetap
menjadi kawasan dengan tingkat kerusakan rendah karena dijaga secéeantunumoleh
Masyarakat AdaNamun ancaman tetap ada: ekspansi industri ekstraktif, pembangunan
infrastruktur, dan proyek energi tanpa FPIC. Ini menunjukkan bahwa meski nilai ekologis
wilayah adat semakin diakui, namun perlindungan hukumnya masih lemah. Transisi energi
menjadi isu éntroversialMasyarakat Adahenolak model yang hanya mengganti sumber
energi tanpa mengubah pola eksploitatif yang merusak wilayah adat. Proyek tambang
mineral, bendungan besar, dan proyek energi lain di wilayah adat bukan solusi iklim jika
melanggar hakakMasyarakat Adat

Di luar arena resmi, akdisi Masyarakat Adamemperlihatkan kemarahan sekaligus
harapan. AMAN bersama Global Alliance of Territorial Communities menekankan bahwa
COP30 harus menghasilkan keputusan &prdukan sekadar seremadiasyarakat Adat
menegaskan bahwa keberhasilan mitigasi global tidak akan tercapai taniiapgaeakat
Adatsebagai penjaga hutan dan pengetahuan tradisional.

Secara keseluruhan, COP30 menunjukkan peningkatan pengakuan terhadap kontribusi
Masyarakat Adatetapi kesenjangan antara pengakuan dan komitmen nyata masih besar. Di
COP30Masyarakat Adggtun menuntut bahwa hak atas tanah, FPIC, akses pendanaan, dan
perlindungan pengetahukfasyarakat Ad&tarus menjadi fondasi dalam setiap keputusan
iklim.

AMAN berserta
Brazil p a
Dok ume
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Respons AMAN terhadap Komitmen Pemerintah Indonesia

AMAN menyambut baik pengumuman pemerintah Indonesia di COP30 Belém mengenai
pengakuan 1,4 juta hektar hutan adat dan penguatan hak tielassiatrakat Adatebagai

bagian dari strategi mitigasi deforestasi. Langkah ini baru permulaan, karena pemerintah
telah menerima peta wilayah adat seluas 33,6 juta hektare, dan 60% wilayah adat tersebut
berada di kawasan hutan.

Keterlibatan langsurigasyarakat Adatalam penyusunawadmapdan Satgas Percepatan

Hutan Adat penting untuk memastikan proses pengakuan lebih transparan, adil, dan sah
secara legitimasi. Tanpa pelibatdasyarakat Adatisiko kegagalan implementasi akan
semakin tinggi, termasuk jika konflik tenurial tidak terselesaikan atau pendanaan tidak efektif
menjangkalasyarakat Adat

Pengakuan hak tenurial dan kontrol atas wilayah adat harus meneniaatkarakat Adat

sebagai aktor utama mitigasi dan adaptasi ikiasyarakat Adddukan sekadar penerima
manfaat, melainkan aktor utama penjaga hutan, sungai, dan ekosistem. Dengan posisi ini,
Masyarakat Adatlapat memperkuat aksi iklim berbasis wilayah adat dan memastikan
pengakuan hutan adat oleh pemerintah bukan sekadar simbol politik, tetapi fondasi nyata
untuk keadilan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

Pada COP30, AMAN | u businesseas usliah ky apmegn doeekr akteadno k;
iklim. Kebijakan yang menargetkan hutan adat, seperti tambang nikel di Halmahera dan
pembangunan pembangkit listrik panas bumi di Poco Leok, justru menjadi ancaman baru.
Selain itu, penyampaiétational Adaptation PIdNAP) daibecond Nationally Determined
ContributiofSNDC) Indonesia di COP30 juga menjadi catatan serius. Pavtesgasakat

Adatdalam penyusunan dokumen masih terbatas, sementara keputusan strategiasdidom
pemerintah dan lembaga teknokrat. Pendekataddwep dalam mitigasi dan adaptasi,
termasuk proyek energi skala industri, perdagangan karbon, darskéeragkehutanan,

berisiko membuka wilayah adat untuk eksploitasi tanpa FPIC. Mekanisme peratdmaan m

sulit diakses, dan beberapa proyek berpotensi mgrgadiwashing

Bagi AMAN, keberhasilan NAP dan SNDC harus diukur dari sejadlasyarskat Adat
menjadi aktor utama, hak atas tanah dan FPIC dijamin, serta strategi adaptasi dan mitigasi
harus memadukan kearifan |diasyarakat Adatengan ilmu pengetahuan. Tanpa langkah

ini, kebijakan iklim Indonesia berisiko simbolik dan mengabaikanVizsyzarakat Adat
sebagai penjaga hutan, ekosistem, dan ketahanan komunitas.
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B.Nasi onal

1. RUMasyarakat Adat

RUMasyar aknatsti ddrdilas menghi asi daftar progr a
(Prolegnas)-kalMieskel ®@ter haegnkhs dalr amr ptr @as , [
hi nggmaghtug ummg 2Ma2ssy RrUddkiad alAdlkaanj ung di bahas
t er si nmpddmerjaap ipi mpinna nmebnaul nejgu kRkla.n ko mi t men

dar i negdahraa ap pengakuan, perl-haklungan d
konsti MasiyanakRhameAdatt ah justru mel akukan
Sepanjang tahubhe2025mepeyasi nkapentingan

dengan mel ahir kan berbagai peratur an dan

Masyar akat Adat

AMAN menuntut pengesaha
pada momen peringatan H
SumberDdloument asi AMAN.
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2. Militerisasi Penerti ban Kawasan Hutan r
Penerti ban Kawasan Hut an

Per at
5/ 202
me mp
mel a
Ma sy
peng
di at
mau p
at au

uran Presiden Nomor 5 tentang Pen
5) berpotensi sebagai ancaman r
rtimbangkan prinsip keadilan sosi
ui Per pres No. abn/ 2d0a2nsp abke rspkoatkeunss i b a
rakakhwgdasny-autpamdaadat agang bel um
kuan dar.i negar a. Secara umum pe
r di dalam Perpres ini dilakukan
n pidana, seragapehguasaapabkéembalke
korporasi yang mel akukan kegiat an

C C O Q9 T O

Sanksi ; Penguasaan Kembali -WawasamaHat
digunakan sebagai dalih untuk merampas
khususnya -praayae kp rotyrekt egi sMaaysadaroakdt (AE
di anggap mendi ami kawasan hutan secar a

e > . ( %)\
IR TAMAN Mgy i & @
nm]unm“ iy anms 5

Lo g PEMERTRY 2708, 1 iy
A8 e g gy " U

Dt Anang
‘*llunnu::m  LANER ey iy
ulljl 1

Dua or ang nggota TNI
Satgamerlﬁe(rl-ﬂ pegn gus aa.an
SumberEfFeon i /Kiatnmdk@ikrs i
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Pendekatan militeristik di dal am Perpres

Tugas (Satgas) yang terdiri dar.i Pengar ah

ol eh Menteri Pertahanan, sedangkan Pangl i
bertugaWakiebalgaeiua |1 . Unsur militer di pi
Umum TNI yang bertugas sebagai Wak i | Ketu
Strategis TNPFUpmay akmi lAintgegroitsaa s i di Kawas
di perkuat kembal. dengan adanya Not a Ke
Kehut anan dan TNI tentang Sinergitas Tuga
dan Tentara Nasi onal l ndonesi a2Nd5or PKS.

Nomor NK/ 3/ 11 /7 2025/ TNI tanggal 12 Februar
Kesepahaman tersebut adal ah sebagai beri kit
a. Penyelenggaraan rehabilitasi hut an dan |
b. Pengendali an kebakaran hutan dan | ahan;

c. Konservasi sumber daya alam hayat. dan e
d. Perlindungan hutan dan penegakan hukum |
e. Peningkatan kapasitas sumber daya manusi
f.Pemanfaatan sarana dan prasarana;

g. Perhutanan sosi al ;
h

.Penggunaan Kawas an hut an unt uk kepent.
ket ahanan nasional ; dan

i.Bentuk kerja sama | ain yang disepakat:i (

Pendekat an yang militeristiKk i ni meni mbu
penggusur an, kri mi nalhaMasiy,ar adsmetcan Agal angg
mel uas sepert.i ydMag ypernpakbaddamami oolddeh ba
mel al urepebohemenpemi ndahMas ysaercaallr aat | pAadkasta

wilawwdmyah adatnya umtidkaysadl anejrusterbyuat wliilt:
secara sepihak ol eh pemerintah sebagai k a\

3 Lihat lebih lengkap pada Pasal 10
dan Pasal 11 Perpres No. 5/2025.

Tahun
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.Kebijakan Perdagangan kar bon.

Pada tanggal 10 Oktober 2025, Presiden
Per pNesmsor 110 TpaehnugnaMet2i@® 2 ® s 98/ 2021 t

Penyel enggaran I nstrumen Nil ai Ek onomi
Gas Rumah Kaca Nasional ( SePlearnpjruetsn yian i
memper bar ui mekani sme pengel ol aan Ni | &
memperl uas perdagangan karbon wajib dan
internBeipnas$s . ini sama sekal: tidak m
Masyar akdaatl amd aatdapt asi dan mitigasi pe
110/ 3 B3 marhke mpekles &8s | i bat an dan kewenal
diluar Kementerian kehut anan dan Keme
kementeri an Perindustrian, Pertani an,

(ESDMY uk terlibat dalam perdagangan kar

Lahi Pey pNEEls nmenanbdaabiak | bdoonesi a sebagai
penyokong ut ama .Ppied aka graenrgqhpeerk anrrek) aamt apna dGaC
30 di , Brealzein |, del egasi pemerti emrt aarhg alnn d «
mempr omosi kan kr edn tte nkealrfbbobny-n dnmezgras ead¢ @l a
unt uk me mbarlkaa n penalmig@ nBar iPsasAfgr emeent

perdagangan karbomnebmgamadius wsad e agedmredal
perlindungan | ingkungan dan hak masyar a

Mekaniessmeagmpngamckranabgmambl| anfga km@amwa upi
per ampasawi |vaiylachy adnd a't mel al ui i ndustr.i
per kebunan mo rkooknusletsuir , k ekhountsaensai n dan pr
|l ainnya yang mesghbpemiyedrmtbangdg aanaarkr i si s
Perdagangan kashoo ddnanl amseesebhghi pabhwar
pemerintah I ndonesia untuk mengatasi pe

Perdagangan Kar bon
F oit rod o nmeosiaa .cc o m
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4. . Kebi Sekamd Nationally (D®O)Ceammiamed sCo ENnei Iyu-

Pe n y u skuenbai nj a ktai nana&KNiDiB4a skyaanr akat arA@ apenuh dan
ber makRaWMabgyhr akmasyaAdakat yang terdampak
kebijakan tersebukebibfakbaasrias i s eskuad st amnisd a
mengakomodadMasyam agktaa s Mwialtayah adatnya set
dari strategi nasional terhadap adaptasi

Sats@at ungywang adki t e muk an S &l DhCadnayl aalma hd onkeunngeenn a i
; tradi si ocsneablagvaiis daonm'kt i k bai k,enmgarkwmnt i dak
dan per lhiakkddagywar akatas Adatang hidupnya sep
sungai , Ipapsuins iprakalgaaunP pléoalgalt ahuadaltamdi si on.
adapt asi dan mitigasi pelt hahanak &l i Adatel
secauatuenmur utneldaaghn t er uj SNDCnt asiogeskikenasiaat

masi h mempertahankan paradigma ekonomi p e
mengurangi emi si . Ha l i ni t eZrc2e miann od i da
menarget kan asumsi pertumbuhan ekonomi sel
Hal vyang sama pada.Pkolpejpyle&kn ttrmassissi earea!
sangath dari t.8et2®&at8 kjeawtda |l mekt ar (25, 8 %)
berhutan I ndonesia kini .b&Sreamdéaectivmabawah s

7.348ektdd8r wil ay adchalaadmatp ebnegruaadsaa ndir ezi m per
terdiard.:108 (PBZPAHA)L59405 PBRH)75%2 8 | U
Pertambdaga&§aq Gldala UKahia) akan transi si

I ndonesia saat ini masi h beroridant asi pad
akan menjadi pendorongHAKTf 8Fr eebasi i danspi
ber bah aWwaes ylma quils ®twawallatt u wi | ayah adatnya bi
at ansa ma pembangunan ber kedok transi si en

Geot er mal yang sedaiMgs \errg kiatic odedatkkodiiuni t
Manggar ai NTT, Bi oenergi di MMeyauvhkhkat Pemt
Ad&endu 4damnl ain

Dar i ber bagai fakta diatas dapat disi mpul
energi yang dijalankan ol eh pemerintah sac:
pal su dalam adaptasi dan mitigasi per ubah:

%
>

-

greenwashing

»d "v g e =,
E: 0 N o




26,68 Juta Ha

Wilayah berhutan di Indonesia
berada di bawah rezim izin industri

1.348.741 na

wilayah adat dikuasai konsesi

NN

Kebun kayu Tambang
(PBPH-HT) (IU Pertambangan)

1.591.405 Ha 756.928 Ha

e

Logging Perkebunan
(PBPH-HA) (Hak Guna Usaha)

4.108.528 Ha 891.886 Ha
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saat i ni l uas wilayah adat yang t
akat Adat seluas 33,6 juta hektar. [
kan tersebut, seluas 6.372.307 hekt
dnt deagan produk hukum daerah ( AMA!

hut an adat vyang telah ditetapkan h
ersebar di 164 Komunitas Masyarakat
cepat p e n gukiunhia nS ahtugt aasn Haudtaatn, Asdaaatt vy e
ementerian Kehutanan yang beranggot
edang bekerja dengan target pengukul
i mana dipublish ol eh RdijlmerJoudgaiAnt c

ara itu Kementerian ATR/BPN telah m
ul ayat yang tersebar di 20 Provinsi
si penetapan tanah ul ayat ol eh Kemen
jerchii hdalseembalpr akti kny a Kementeri
mosi kan sertipBkasi Hak Pengel ol aan (

dal am daftar tanah wulayat (PDTU).
atas wilayah adakakanAdmaa menadukisdiay

i mana telah ditegaskan di dal am kon
ran Ment eri Agrari a dan Tat a Ruan
enggaraan Admi ni strasi Pertanahan

akapatAdadit unda h pada I i nk:- https: /.

ntation/ 276

ektor -pebasgi kediah, pdémeant eri an KKP t
h Masyar akat Adat yang tersebar d
uan at asuh apke nMgauskyuahraank aha kAdat sel ai n d
ali ssimed aeg aemgbarsgct or al antar Kement
kurangnya keberpihakan penganggar
ses pengukuhahahkt MaspamakabhaAdbhtakpa:

sektor.
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6. Putusan MKX1812BQY

Pada tlan gQkatlober 2025, Mahkamah Konsitusi
MK MK. 1-8XI PU@P®RIM4an]j ut ny a disingkat Put us
Put usan i nise meegiigaarb ugd &kramohonan uj i mater i il
sebagai mana tel domdiubahallemga®h23IUt ent ang
CiptatKetpa)p RPemppuploa. 2t eTmathaumg 2@i2@2t a Ker
menj adi UU yang diRBalukmanp ot wdeanBrgywds k aMiat c h
Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 &
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuat an hu
sepanjang tidak di maknai ; di kecuali kan ul
t urtuenmur unhdit asadam ti dak ditujukan untuk

MK juga menyatakan bahwa Pasal 110B ayat
3

6/ 202 sepanjang berkaitan dengan ketentu
dal am Pasal 37 angka 5 UU 6/2023 bertent al
ti dak mempunyai gk katt ans eppaknyjrangne t i dak
;di kecuali kan untuk mastyeamarkwan diandalhanm ulpt

dan tidak ditujukan untuk kepentingan kome

Secara umum Putusan MK. 181/ 2024 sebenarn
Put usan MK-X INId4A @B rinflebly at ak an bahwa ketentu

pidana kehutanan dalam Pasal 50 ayat ( 3)
tersebut tidak berl aku bagi masyarakat vyal
hut an, sepanjang mel akukan pené@dlbamagan pohoc
dan beternak dalam kawasan hutan dil akukar

Kementerian Kehutanan /med AadPwiHME B® an per s
/| 20M@ényat akpembahwihah akan merumuskan ped:
yang mengatur pelaksanaan putusan tersebul
tetap memper hat i kanMasaya meégsak daasdyaasri a khaatk
setempat dalam memanf aatkan hutan secara t

Sel ain itu, penegakan h uk u-mi haakka ny adiigl a k u
memanf aat kan huota)nr tbdagipka nmealka I(u i i nstrumen
perdata, maupun sanksi administratif.

Dengan demi ki an menari k untuk menanti kan

MK ini, sbadbalbbghakanahyani banyak warga mas)
karena wilayah adatnya tumpang dengan kaw
sebagai ruang dan penghidupan, bukan tuj u:
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https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022/

7. KUHP dan KUHAP

RUU KUHAP secar ad aleasnmir adpiatte tpaaprkiapnu rdnia DI
18 Novembeak @@2 8 ngam@rUd)p aysaencgar a r e s mi m
di berl akukan pada Secggal umumanbheadiap 2t
catatan kritis terhadap P&r tkaudeAgPe nyaa n g
penyadapan dydaan ga md i Paatsuarl 136 ayat (2) F
ketentuan i ni di sebut kan bahwa penyadarg
kepentingan penyidi kan t athgeea f peynalmagtda s an
di ber | kdikemmmgeeraiangkapan samagpainmdaa adi
pada pasal 93, 99, dan 100. Di dal am Kk
penahanan yang sangat subjektif ; me mb et
s menghambat proses pemeri ksaan’ . Hal i
t er Ean ghak tersangka untuk tidak menjawab pertanyaan yang dapat
memberatkan dirinya sendiri, atau yang dikenal sebagai hak untuk tidak
memberatkan dirpfivilege against seificriminatiof), dan beberapa ketentuan

lainnya yang berpotensi menjadi alat untuk mengkriminalisasi dan mendiskrimasi
Masyarakat Adataat mempertahankan hhkk tradisionalnya khususnya terkait

dengan hak atas wilayah adat dan sumber alam.

Lahirnya kedua UU idaritiadalkks amjada emel &n
Pidana di l ndonesia, tetapi juga akan
dan peradilan adat paska formalisasi hu

Mahasi swa Ul aksi menol ak
SumberKdaltiosi: Masyar akat
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C.Pembendark alnmp IPe malnutkaDddie k amtMarsy ar akat Adat

Dengan sedi kit pengecual i an pada sektor per
menempat kan kebijakan daerah seb&gtai Agatasyar a
khususnya hutvainl adam wielsgpywdhu dRaeciplu.l abDar i k o
kebijakan seperB8Bb6i Rrodekahuktmafaek kbt t Adatan
Dar i tot al produk hwilduum adtaeardaht tyearnge btuetl ah di
hukum dae3rla hO 5s8e.14d8a0m ghaenk tPpacr8 Y 2 c8@nh hektar tel ah
dengan produk hukum daerah dan 24.686.173 he
( AMAN, BRWA, DAgusetkuwsor2 Op2ebr)t.anahan, pelaksanaar
perl u diwaspadai terutama karena tampak |ela
Pengel ol aan atau HPL di tanah ul ayat meskipun
Masyarakat Sipil

Capaian peMagaskamakadtakAdangat kecil sebagai man
atas menunjukkan adanya [sdregno ahluaknu mk o mmpol renkas dnz
peraturan sampai pAMANt dag kart gamil |&sSiandasny ar a
Sipil telah | ama menyuarakan unMakByaeagatah |
Addtn -hhaakk t radi si onal nya agar | ebsuwngeypht dan
mengembal i kan  wanseynaarnagkuarikte jpdaddaaste ngat ur wi |l ayah
berdasar kan hamksmngdatSeiasky aargeakl 8t RAJdJanh g unt uk
itu dan berl arut IMars ytam yadne n el Ml & ik ksaeng abrRdb W a

telah secara sengaja melakukan pengabai an.

Produk Hukum Daerah
tentang Masyarakat Adat

mencakup wilayah adat seluas

31.058.480 a

6.372.307Ha | 24.686.173 Ha

wilayah adat telah | pasih dalam bentuk
ditetapkan dengan | pengaturan

Produk Hukum Daerah
[
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BAB | ||
KASHKASUS PERAMPASANRWIMI ANYAALH SAACRAI T
KEKERA&ERNADAP NMAIWARAGCKAT AD

mencapai 33,6 juta hektar yang telah teregistrasi di Badan Registrasi Wilayah Adat.

Dari data tersebut, terdapat kawasan hutan yang berada dalam wilayah adat seluas
26,2 juta hektar serta konsesi yang tumpang tindih dengan wilayah adat seluas 7,3 juta
hektar. Akan tetapi pengakuan negara terhadap wilayah adat masih sangat kecil. Hanya baru
6.372.307 hektar dari 320 komunitas Masyarakat Adat yang telah diakui madakii p
hukum daerah. Sedangkan untuk pengakuan hutan adat lebih kecil lagi, hanya baru 332.505
hektar yang telah ditetapkan sebagai hutan adat. Sementara itu, pengakuan wilayah adat
melalui kebijakan di sektor pertanahan masih menunjukan masalah seriusdaganabil
alih wewenang Masyarakat Adat untuk mengatur wilayah adatnya dan menghidupkan praktik
domein verklaring dengan memaksakan sertifikat HPL di atas wilayah adat

I ingga saat ini telah terdapat 1.633 wilayah adat di seluruh nusantara dengan total luas

Gambaran di atas menunjukkan stagnasi dalam penyelesaian konflik agraria di wilayah
adat.Bahkan konflik agraria mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan
karena hukum dan kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah dibangun diatas ba@amsi ba

seluruh tanah ulayat di republik ini merupakan tanah negara yang bisa digunakan untuk apa
saja. Karenanya semua tanah ulayat yang belum mendapatkan pengakuan dari negara,
dipandang sebagai tanah negara yang dengan mudah dapat dipindahtangankan kepada
korporasi untuk keperluan iiin konsesi seperti pertambangan, perkebunan monokulutur,

konsesi kehutanan, proyek hijau yang mengatasnamakan iklim, serta Pembangunan
infrastruktur lainnya.




Kegagalan penyelesaian konflik agraria di wilayah adat semakin diperparah pasca
ditetapkannya UU Cipta kerja yang secara sistematis meletigimasi perampasan wilayah adat
untuk kepentingan investasi. Penetapan kawasan hutan negara secara sepihak dan ekspansi
berbagai perizinan di wilayah adat telah mendvasyarakat Adatari ruang hidupnya.

Akibat Pembangunan yang diskriminatif, beberapa Koniaggarakat Adati Nusantara

t erancam p uHorghnaMasyawa dirHalmahe®@aluku Utara, Orang Sa#lai

Riau, dan lattain. Kebijakan terkdasyarakat Addtingga saat ini sengaja didesain untuk
menegasikan keberadadtasyarakat Adabeserta halhaknya dengan prosedur yang
birokratis, berbelibelit, lambat dan mendiskriminasi.

Konfli k agraria di wilayah adat tidak dapat d
dar i penguasaan negvearsay akak ptdaddlatpeenrnghak aman
perlindungan, dar i pembangunan yang mengekl| u
Masyar ak aRemMydaltes ai an sejati konfli k agraria
jika negara memil i ki kemauan politik sepenul

me me n u-h aBMé&sakar aktad s Awliatayah adat sebagainya ru
kepastian hukum sebagalsunlakmeblaawauain paetnague shaahka n
Undaag yar akaltanApdaati tu, seluruh aManyar akeatyel es
Adahanya akan menjadi omong kosong janji polit

Semakin buruknya situasi hukum dan kebijakan terkait Masyarakat Adat ditambah minimnya
pengakuan terhadap Masyarakat Adat dan wilayah adatnya secara langsung berdampak pada
meningkatnya perampasan wilayah adat, kriminalisasi dan kek&eaganjang tahun

2025, AMAN mencatat setidaknya terdapaka8us yang telah meram@&8 Juta hektar

wilayah adat di 109 komunitas Masyarakat Adat dan sebanyak 162 warga Masyarakat Adat
menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi

Pegunungan Kar
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Selama 2025
telah terjadi..

KASUS
PERAMPASAN

135

Kasus
Perampasan
Wilayah Adat

3,8 Juta Hektar

Wilayah Adat Dirampas
atas nama Pembangunan,
Investasi & Konservasi.

Kasus
Masyarakat Adat
vs Proyek Energi

16.707 Hektar

korbannya...

Kasus
Masyarakat Adat vs
Proyek Pariwisata

17.383 Hektar

Komunitas
Masyarakat Adat

Kasus

Masyarakat Adat
vs Proyek Pertanian

warga
Masyarakat Adat
mengalami kekerasan
& kriminalisasi

Cat at an

WILAYAH ADAT

699.678 Hektar

Masyarakat Adat vs
Proyek Perkebunan

1.949.260,37 Hektar

7=
e~
N

Kasus
Masyarakat Adat vs
Proyek Pertambangan

1.057.738 Hektar

Kasus
Masyarakat Adat vs
Proyek Infrastuktur

264.357,95 Hektar

Kasus
Masyarakat Adat vs
Konsesi Kehutanan

52.816,26 Hektar

Akhir TaRbn
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Berikut uraian beberapa kasus yang terjadi di wilayabegdaijang tahun 2025

1. Penyer angan Maasny aPreanciauhl ai pkobiena s

22 Septemedait2ad2Pukulus®sh. klaTroMdaBvaPu | BT Lest ar

(TPL) Merswerr earklgpt BAdau Panatur an, Des a

Pemat @8ndgamani k, Kabupaten Si mal unigruin, Suma:?
l akukan ssmeanyredabkathMal3,yanakaetg | Adkat par ah,
rmasuk seorang anak penyMasdyaargajkda gsaatbhdadti t a
ut disepsdkdoarrl 01 modii b.alpkhacrka uppenyer ang juga
sko péajsyam & h a pPoendyse.r an g & akhail nii pbeu kt aanm a
r.i bBSdel umny&@ pPdada ,t ashekkn t2a0024B ek ult a®@ 3 500 oWhRB

curity PT.5 TEiwam@gadynd raagdh apgdamggs t engah

- T n T T —* Qo
> —7 ®d® ® O X d® —

Dua peristiwanitnimideabsdabmsamentuokuk mel emahkar
Masyar aRiahapadmas terhadap perampasan wil ayal

PT. TPL.

s
i o
L5

Petugas KEBE.amlamman Pul p Lestar

me n y esreacnagr aMalsrywatraalk at Adat di

Panaturan, Desa Sihaporas,
Ut ara, menyebabkan 33 orang

Si

parah, termasuk seorang anak
Sumber foto: AMAN Tano Bat ak.
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2.

Perampasan Wi layah Adat Suku Soge dan Suk

Januari 2025, K ovmafslyiak aBeak ahPEmga&ntdama Suku
Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Ti mur, k em
| ama berjuang untuk mendapatkan kembal.i

di beri kan ol eh Negarmi Riepajda HRedrrudsdalhsauarna
dengan menggunakrammahH adarb epeang ranmathr an t a|
jagung, jambu mete dan Il ain | ain. Pengguc
di dampingi ol eh Pemerintah Daerah Kabupa

Reort Sikka. Akibatnya menimbul kan kerugi

17 Maret 2025, Pengadil an NeMeaesy arSa kkakta
Addari Suku Soge dan Suku Goban dengan

ber awal dar i pada 24 Jul i 2024, per usa
Wil ayah Pedan Desa Nangahal e, Kecamat an
142 pohon dan m@anamanpalkamgasymber pencg
dirusak dan tidak bisa dimanfaatkan | ag
berupaya  mel awanano unt ukSamearhp eg a tathrayn
dengan mer us ak pl ang mi | i Kk perusahaan
mengkriminalisasi 8 warga. Karena pengr

Masyar akat sdbat ditahan sejak Oktober 2

21 Maret 2025, PT Krisrama Mamlyaliakmel
Ad&8uku Soge dan Suku Goban ke Kepolisia

|l apor an i ni juga di |l apor kan seorang z
pendampi nganMhskamatkang i@t . Para ter]l
me mas uki pekarangan tanpa izin sebagai
KUHP.

Okt ober 2025, Kepolisian Resort Sikka m
Soge dan Suku Goban sebagai pel aku pen:
di awal tahun 2025 terjadi. Salah satu d
AMAN Fl orTéesnuBagi an

1 Desember 2025, Perusahaan kembal.i me
t umbuhMansiylairka ISaitk u Ab@tge dan Suku Goban,
produktif seperti j ambu met e, pi sang,
hancur. Penggusuran penebangan ini di pin
Faroka (Direktur Operasional aRT.Pakrtiosr e
Paroki Talibura dan beberapa pastor | ai
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3. Kriminalisasi dan Kekgnaatint NAgaliaok erVMandag s
FI oNETE.

Tanggal 5 Juni 2025, bert eMad yaanr abdeantgiamd aHta r i

10 Gendang di Pocol eok, Manggar ai , Nusa Te
mempertegas si kap peri hal penol akan rencans:a
KabupatenpiMdaggamas. Aksi i ni merupakan pen
Masyamsa&k atk t aBapyamngklgla i ni mendapat kan i nt
kekerasan | angsung dari Bupat.i Manggar ai

ket akut an, hiensgag & alnarakss imemeyreelk a | ebi h cepat

4. Kriminali Masyvapekbe!l Adat

T Nul ker Sababal at , Rla g ¥y a n g kddatir m é KKeetpgua na u @ a n
Ment awai yang selama ini terlibat aktif da
l ingkungan hidupnya harus berhadapan deng:
Nul ker yang saat itu melakukan pendamping

mas aylaarhng t er j a dMa sdyaanr ankkanmitnépdeait ber kai t an d
sengketa adattuteklhadapedhuwa @t amg yang dit

santet. Persoalan itu difasilitasi ol eh s
kehil anganl @ mansaaht Malgeylasmafkeak u tAellaet . Keput us
i ni meni mbul kan kekecewaan dan mendorong

Camat Sipora Utara pada 6 November 2024.

Dalam pertemuan itu, Nul ker dan Rusmin t
publi k. Kejadian ini dil aporkan ke polisi
Peristiwa penangkapan dan penahanan i ni di
Pi hak ©pelapor telah memaafkan Nul ker dan
meski pun ber bagai upaya musyawarah tel ah ¢

pi hak Kepol iaswaain tRedsaokr td eMiegnatn mudah membect
rekannya tersebut.

Nul ker baru dikeluarkan setelah pendampin

keberbagai pi hak diluar Ment awai

T Antonius Johani s Bal a, dil aporkan ol eh Ku
dengan konf | i kMaysaynagr atRearkjua’dfi @ gjaen tdaarna Suku Go
Kabupaten Si kka, FI ores Timur. Antonius J
mel akukan pelanggaran UU | TE, Pas al 28 jour
tentang Perubahan Atas UU NomorsalklsiTahun 2
El ektroni k. Padahal Langkah dan tindakan
mer upakan tindakan umuam gy aknuga sdai | haukkuukna nd aol
membel a dan mendampingi kliennya.
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Pengrusakan Pul au Kei Besar untuk Kepenti

PT Batu Licin Beton Asphalt (BBA) di Pul a
mel akukan penambangan mineral non | ogam.
di bawa ke Kabupen Merauke.

PT BBA di ketahui menjalankan kegiatan per
ESDM Nomor 147. K/ MB. 01/ MEM. B/ 2022, yang
dol omi t | feldspar, dan kuarsi't

Pul au Kei Besar sendiri Apeur | uapua kkaenc ibla gyi aamg
hukum wajib dUhdadgnq®NomoUn®a&nglahun 2007
Tahun 2014 tentang Penge-Pal aanK®wcl hyabkeP:

mel ar aingasa kpé vt ambangan di wilayah pul au

Nomor 6 Tahun 2017 juga menetapkan Kei B
Pul au Kecil Terluar yang strategis dan ha
Selain potensi kerusakan | ingkungan seper
bentang al am, masyarakat juga menyorot.i i
perebutan | ahan dan ketimuangakradsidaln enla

pu n terancam tergusur.

Aktivit gan yang
Asphalt [ au Kei
[ bet ahit
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6. Perampasan Wi layah Adat mel al ui Penetapan T:

Pemerintah berencana menetapkan 119.779 hek

Kal i mantan Sel atan menjadi Taman Nasi onal S
Masyar alMetr aMladayar alsatngaAtdat khawatir kebi|j akeé
kedok perampasan ruang hidup, me mbat asi ak:e
mengabai kan pengel ol aan hutan adat yang t el
tahun.

Taman Nasi onal Gandang Dewata ditetapkan be
SK. 773/ MenLHK/ PLA. 2/ 10/2016 dengan |l uas wi l
i ni berada di empat kabupaten di Sul awesi B
Tengah, masadMasMar akat dar i Mamas a yang me n
berbatasan dengan Taman Nasi onal i ni mengaj!
keblimbun milik masyarakat dimasukkan dal am &

7. Perampasan Wilayah Adat di Ment awali unt uk K

Perampasan Wil ayah Adat di Ment awai menj adi
Hut an (PPBH) seluas 20. 706 hektar ol eh PT.
ol eh Kementerian kehutanan. Padahal didal a

sudmenndapat kan SK dar.i Ment er i Lingkungan Hi

8. Kriminali Masiyaraxabvndaf@at|l adang secara Tradi :

Penangkapan Masyarakatat Adat vyang mel al uka
terjadi pada tahun 2025, Pada Sabt u, 30 Agu
Kariya (52 tahun) di Desa Sangl ap, Kecamat a
sebagsiang&a dituduh mel akukan pembakaran |
Kariya hanyal ah mel akukan peladang-an untuk
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlind
Hi dup.

9. Perampasan Wilayah Adat untuk Kepentingan |

240 hektar wilayah adat yang dikuasai|, di mi
Masyar alPatnt Ad&tal o di Kecamatan Sumay, Kabu
di r ampaPe mbratngkunan batal yon i nWidnatyraih 8addda/tKs &
sel 24 hektar | ahan di kl ai m wielbaaygaah ttearnsaehb un
di mi | i ki secar aMasyrnumPaumminid Ky ol. d hal og yan
dilakukan ol eh Masyarakat bersama pemerinta
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BAB |V
TEGUH MERAIWASMHE DHEEENRJ UANGKA
MASA DVEAPAYNARAKAT NADANESI A

esol usi pKMAN tlaViun 2012 menyatakan demil
RBersama Kami , ma k a Kami akan terus b

di |l atarbel akangi ol eh keadaan di mana n e
organi sasi yang menyel enggarakan kebai kan
seringkaldi menunj Mels&n pwmaj ale mibleiram,gasnel al
Masyar aknethuAfdakkan Mamyamakatkmdé&mealti hara da
memperjuangkan I ndonesia. tSetalah pdaksiak,

termani festasi kan -hdaalaasm ak amed wfart el draig a i
pemul i han dan penguatan ildiemgk unmngemmdh ibd wW@am,g
dan sebagainya.

Masyar aklhas &dgahamdi Pas
EurLiehbak , m8manacap ar en

unt uk bahan baku gul a
SumbenrDo:k ument asi AMA
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